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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

  Australia memiliki bukti hukum yang kuat bahwa Pulau Pasir adalah 

milik Pemerintah Australia, hal ini dibuktikan dengan penyerahan wilayah 

jajahan oleh Inggris pada tahun 1931 dan Australia melakukan administrasi yang 

efektif dengan memasukan Pulau Pasir dalam wilayah Australia Barat. Indonesia 

hanya memiliki bukti historis bahwa para nelayan tradisional Indonesia telah 

melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak 400 tahun lalu, yang tidak cukup 

sebagai bukti kepemilikan Pulau Pasir, dan juga karena pada masa penjajahan, 

Belanda tidak melakukan kegiatan administrasi di Pulau Pasir dan menurut 

pemerintah Belanda Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah jajahan Belanda.  

  Pada tahun 1974 Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian 

mengenai Pulau Pasir yang menghasilkan “Memorandum of Understanding 

between the Government of Australia and the Government of the Republic of 

Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in 

Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf” atau yang 

dikenal dengan istilah MOU BOX 1974. Pada dasarnya MoU Box ini merupakan 

pengaturan pengelolaan atas kawasan laut pulau terselatan Indonesia antara 

Pulau Rote dan Benua Australia. Menurut Pasal 51 UNCLOS 1982, hak 
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perikanan tradisional harus dihormati Negara tetangga yang berdampingan, 

meskipun hak perikanan itu telah diberikan namun apabila timbul persoalan 

mengenai hak-hak perikanan maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak, 

dalam hal ini Indonesia dan Australia. 

B.    SARAN  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Perlu adanya sosialisasi kepada nelayan tradisional Indonesia yang melakukan 

kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya di Pulau Pasir tentang MOU 

BOX 1974, agar nelayan-nelayan tersebut dapat mengetahui tentang batasan-

batasan kegiatan yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Australia, dan untuk  menghindari konflik 

penangkapan nelayan tradisional di perairan Australia. 

2. Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan revisi 

terhadap perjanjian mengenai Pulau Pasir, karena MOU BOX 1974 sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan nelayan saat ini yang tidak lagi 

menggunakan kapal layar dan perahu dayung seperti pada saat perjanjian 

dibuat.  

3. UNCLOS sebagai aturan internasional mengenai laut seharusnya memberikan 

peraturan yang lebih rinci tentang kegiatan nelayan tradisional. 
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